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AN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

b "

maehr\évserfadan publik mempunyai kewajiban menyediakan,

o an danfatau menerbitkan informasi publik sesuai
enangannya kepada pengguna informasi publik, selain

informasi yang dikecualikan berdasarkan
undangan; peraturan perundang-

. bahwa untuk memberikan pelayanan informasi publik di

!ingkunggn Pemerintah Kabupaten Banyumas kepada pengguna
informasi publik, perlu disusun pedoman pengelolaan pelayanan
informasi publik;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Banyumas.

_Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Undang : -
aerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa

Daerah-d
Tengah.

Undang-Undan
Peraturan Perun
Indonesia Tahun
Republik Indonesia

Undang-Undang Nomo
Daerah (Lembaran N

g Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan
dang-undangan (Lembaran Negara Republik
2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4389).

r 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
gara Republik Indonesia Tahun 2004
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momm 125, Tami
on -
01 4437 o "fm Lembaran

dengan (). 2A0aigy Negara Repubiik Indonasia
j Ay 'f '
"G'\lhalmn ';;':"! ' '"'anum r-';::?h bebarana kali diuhah terakhir
tentar A Atge 1 012 Tahun 2008 tentang
Indon‘&' Pemeriy, m:? '(';"m"u"h"'""u Mamar 32 Tahun 2004
R(‘Dllh‘lﬂ'\n lnlmn 20 N nm‘"? (Latnbararn Magara Republik
’ ' lndnmml nm«‘:':;;',,,:'” Tambahan Lembaran Magara
Ndang.y ’ ) |
U-Undap,
Inform; 0 Nom
asi Py, Or 14 Tahun 2008
2008 N K oMy . tantang Ketarbukaan
. omor g baran Neg
Indonesiy Nomoy 4‘8423;’”“)3";"‘

ara Republik Indonesia Tahur
Lembaran  Negara Hepubiik

g N
(Lembaran Or'\‘nor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Nomor 112, Tamba €gara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 5038). an Lembaran Negara Republik Indonesia

a
(Lembaran Nenggar Omor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
Tambahan Lemb a Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152,
aran Negara Republik Indonesia Nomor 5071)

Pengelolaan nntah  Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Indonesia Tahﬁsuanga” Daerah (Lembaran Negara Republik

: 2005 Nomor 140
Republik Indonesia Nomor 45r?8)_ . Tambahan Lembaran Negara

Peraturan Peme

E::’éuarair;n Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pemerigtah Urusan Pemgriptahan Antara  Pemerintah,
Kab an Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah

upaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737).

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Standar Layanan Informasi Publik.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 Tentang
Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi
Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah
Daerah.

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tangah.

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Lembaran
Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 Seri E).

- Tahun 2009
turan Daerah Kabupaten Banquas NomO( 25
E;rtzng Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan
Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas, Le.mbaran Daerah
Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 1 Seri D).

26 Tahun 2009

rah Kabupaten Banyumas Nomor

Peraturano?iiisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten

'sntartl?nasgLembamn Daerah Kabupaten Banyumas Tahun
any ,

iD).
9 Nomor 2 Serl
200 Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2009

Peraturaf DaefEthi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah

tentang Organisa



KabupatEn

Tahun 20 Panyum
0 =
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BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

palam peraturan Bupati ini yang dimaksq d
engan:

aerah adalah Kabu
Dacte” tah D Paten Banyumas,
pemerinta aerah adalah By ati
enyelenggara pemerintah daerahp |
gupati adalah Bupati Banyumas '
4. Dinas adalah Dinas Kabupaten B
membidangi Kominikasi dan inform:]irajmas yang tugas dan tanggungjawabnya
5. Komisi Informasi Provinsi yang selan; . i s .
informasi Provinsi Jawa Tenga?\, anjutnya disingkat Kl Provinsi adalah Komisi
_Informasi adalah keter
6 N qandung nila makangan, pemyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang
et il T na dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya
yang dapat dill at,.dldengar dan dibaca, yang disajikan dalam berbagai kemasan
dan format se§ua| dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi
secara elektronik maupun non-elektronik.
7. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim,
dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara
dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan peraturan
perundang-undangan serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan

publik.

8. Badan Publik adalah Satuan Kerja P
termasuk lembaga non struktural dan Badan Usaha Milik Daerah yang fungsi dan

tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang
sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, sumbangan

masyarakat, dan/atau luar negeri. | | -
9. Penjabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya dnsmglkat PPID
bertanggungjawab di bidang penyimpanan,

' an . :
adalah _pejabat e aan dan/atau pelayanaan informasi di Badan Publik

; nyedi
pendokumentasian, P€ y da atasan PPID.

i kepa
dan bertanggungjawab langsung .
10.Atasan pp|g[§ adalah Pimpinan Badan Publik yang bersangkutan. "
' kelompok orang. badan hukum, atau badan pubit®.
g menggunakan informasi publik

11.0rang adalah perseoranda™
. an
12.Pengguna Informasi Publik adalah 0ra"9 y d
perundang un angan.

an
sebagaimana diatur dalam peratul

dan Perangkat Daerah sebagai unsur

erangkat Daerah Kabupaten Banyumas



. gmohon Informas; Pubiik
{ .Indonesla yang mengﬂlukan
galam Peraturan perungap, aan inform
Informasi ad Qar S
4 iRl adalah cq an y ;
', si publik yang NG barig| k
informa d Derada ) |, Stketarangan secarg s i
5. Uil konsekuensi adalaly Dortlmb;wmn""(l!lnmmn R TSR

Badan Pyt
rentand dampak atay akibat yq NOAN dongan iblik,

' ksama  dan penuh ketelitian
adanya kepentingan Publik Mbul apabila gyayy informasi dibuka dan

war
98 negarg dan/atau badan hukum

Undan 1blik sebagaimana diatur

[ . Yang lah:
menutup suatuinformasi pypj 9 lebih besar yang harus dilindungi dengan
BAB ||
Bagian Kesaty
;) Setiap Informasi  Pubiik bersifa::atsa|2 | |
| Pengguna Informasi Publi. erbuka dan dapat diakses oleh setiap

2) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.

(3) Setlgpdlnforma3| Publik harys dapat diperoleh oleh setiap pemohon informasi
publlk engan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

(4) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan undang-
undang, kepatutan dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang
konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat
dan setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi Publik

dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau
sebaliknya.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Tuiuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Badan
Pujblik dalam penyelenggaraan pelayanan informasi kepada masyarakat pengguna

informasi.

BAB IlI
HAK DAN KEWAJlBAN BADAN PUBLIK
Pasal 4

lak memberikan informasi yang dikecualikan.
meno

bagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
Seaturan perundangan.

(1) Badan Publik berhak

i i likan
() Informasi yang dikecua r
oleh PPID sesuai ketentuan pe

memberi
(3) Badan Publik berhaK menOIalfundangan-
dengan peraturan perundang

kan informasi publik apabila tidak sesual



|nformasi publik yang i
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@ gimaksud pada Paga) (4, ,,:; DAt iy
fAlah rean olap Badan bk snhagamana

7 formae i
I st yang "mmlmlmy'ﬂ'
TYAEAN ha
Jarn,

b Informasi yang I)p'k;‘"
? al

ul. ¥
persaingan usaha tigqy, nu‘ Uongay, Keponi
¢ ,lm|' nlingan parlindungan nsaha dari

¢ Informasi yang berkai
N AN dengay, hak) [
) AERTENARS hmkmmn l hak pribaedi,
deng

an i
fahasia jabatan, dan/atau

b y nentasik:

, Pasal 5
) gadan publik wajib menyediaka
n

publik yang berada di bawah k
. . i ewena
selain informasi yan . ngannya ke :
g dikecualikan sesya; peraturZ:de:):r:gzhon mcfjormaS| =
ng-undangan

. Memberi
berikan dan/atau menerbitkan informasi

7) Untuk melaksanakan kewsaii

( publik perlu memban;ﬁi‘ban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan

dokumentasi pengelolaan info dan. mengembangkan sistem informa’SI dan
rmasi publik yang dapat diakses dengan mudah

BAB IV
INFO
RMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN

Pasal 6

|nformaSi yang wajib disediakan dan diumumkan oleh Badan Publik terdiri dari:

a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;

b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;

c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat.

Pasal 7

yang wajib disediakan dan diumumka
a dilaksanakan paling singkat 6 (enam

n secara berkala sebagaimana

(1) Informasi
) bulan

dimaksud dalam Pasal 6 huruf

sekali.
(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Informasi tentang profil Badan Publik;
tentang program dan/atau kegiatan yang sedang

b. Ringkasan informasi
dijalankan dalam lingkup B
Ringkasan informasi tentan
Ringkasan laporan keuangan,

Ringkasan laporan akses informa
Informasi tentang peraturan dan/atau Ke
dikeluarkan oleh Badan Publik;

g. Informasi tentang hak dan tata &

sengketa informasi;

adan Publik;

g kinerja dalam lingkup Badan Publik,

si publik;

putusan yang mengikat publik yang

SR = W

a memperoleh informasi, sera penyelesalan



|nformasi tentan

pelanggaran Yanz :fta Carg pe

yang mendapatka dilakukg bningn(luan penyal

Informasi te”tangn 1Zin atay Oliano.km Pejab

peraturan perun dassngumuman pg:n kerja d

. - \

Informasi tentang pro;':;anga"? gada

u

5 r
darurat di setiap kantor Badaﬁe;lngatan dini dan

h.

. Bahgunaan wewenang atau
at Jadan Publik maupun pihak
arl Badan Publik:

an bars :
arang dan jasa sesuai dengan

prosedur evakuasi keadaan

ublik
. Pasa g
1)|nformaSl yang wajib dium
( dalam Pasal 6 huruf p “’T?kan Secara serta
wajib dig merta sebagaimana dimaksud

kegiatannya memiliki potensi ampaikan

n . oleh B :

hidup orang banyak dan kef‘;r':_‘smmbulkan dampak ya:gcj:n thbhk yang dalam
iban umum apat mengancam hajat

Badan Publik sebagai -
@ 5. Kewenangan n?emn;)aer:i?(:r:maksm pada ayat (1) adalah yang memiliki
- miliki:
Pernzinan dan/atau perjanjian kgr]a delr|\g‘;’:m pihak

ketiga, yang kegiata
n :
mengancam hajat hj Nya  beresiko menimbulk
Jat hidup orang banyak: ulkan dampak yang dapat

b. Tugas pokok dan fungsi
Jstyang berkaitan dengan penanggulangan bencana.

Pasal 9

informasi yangd wajib tersedia seti '
quruf ¢, meliputi: tiap saat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

Daftar informasi publik;

b. Informas? tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan;

c. Informasi tentang peraturan dan/atau keputusan Badan ﬁublik' |

d. Surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dengan dokumen,pendukungnya;
e

i

g

a.

Rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik;

. Agenda kerja pimpinan satuan kerja;
. Informasi mengenai kegiatan pelayanan informasi yan
sumber daya manusia yang menangani,

poran pengunaannyz;
ran umum

poran penindakannya;
aran ya

g dilaksanakan, sarana dan
prasarana serta anggaran layanan
informasi serta 1a

h. Jumlah, jenis dan gamba
pengawasan internal serta la

i Jumlah, jenis dan gambaran umum pelanggd

serta l[aporan penindakannya, _
i. Daftar serta hasil penelitian yang dilakukan;

k. Informasi publik lain yang dinyataka;” e o
mekanisme keberatan dan/atau penye esaian e gL
. Informasi tentang standar pengumumarn informasi bagi penerima 1z

penerima perjanjian kerja;
m. Informasi dan kebijakan yang
yang terbuka untuk umum.

pelanggaran yang ditemukan dalam

ng dilaporkan oleh masyarakat

buka bagi masyarakat berdasarkan

eta informasi publik;
in dan/atau

penjabat publik dalam pertemuan

disampaikan oleh



) ¢

gadan Publk wajip Membye Pasal 19
a

Ui alikan
dlkecu . . . es infOHna '
) Informas! Y29 dikecualikan * Publk selain informasi yang

pPID sesuai ketentuan peraijraagaim
n

Pada ayat (1) i
"Undang undangan yat (1) ditetapkan oleh

1)Ppn) wajib melakukan Ui kon Pasa| 11

i info : . SekUe :
se.baga' informasi yang dikecualikgp, NSIsebelum menentukan suaty informasi
2 Uj konsekuensi haryg dilakykq

: N de
mengenai alasan dan ketentuan pengan Menyebutkan secara jelas dan tegas
acuan, yang menyatakan pahya s rat.uran Perundang undangan yang menjadi

a. Masyarakat mendapat

mencegahnya;

Pihak yang berwenang berting
. ak secara adil :
Masyarakat tidak mengalamj kerugian: il terhadap masyarakat:

Pelgnggaran hak asa_gi Mmanusia yang berat dapat diketahui oleh publik;
Terjaminnya akuntabilitas Badan Publik.

® o0 o

BAB VI
KELEMBAGAAN
Bagian Kesatu
Badan Publik

Pasal 12
(1) Badan Publik dalam peraturan Bupati ini terdiri dari:
a. Satuan Kerja Perangkat Daerah;
b. Badan Usaha Milik Daerah.

a dimaksud pada ayat (1), adalah sebagaimana

i iman i i
() Badan publik sebaga turan ini dan merupakan bagian yang tidak

tersebut dalam Lampiran Pera_”
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Badan Publik mempunyai wewenang:

perikan informasi  publik sebagaimana diatur dalam
emberl

M e i ' kumentasi untuk
Peraturan Bupati inh bangkan sistem informasl dan dokume
b. Membangun dan mengem ra baik dan efisien;

[ ik seca
mengelola informas publik



Monewpkan standar
¢ peraturan Bupati inj: Ohorg
8io
one‘aPkM dan Memutagy,, "l tayanan informas; ‘
d so“'"'h informasi puby)ik van Itkan 8 publik sesua
enyediakan sarana g, 0 dikalgy,,

Catn b
kal
e ag ' A daftar Informasi publik atas
. ,ch”"“""a” dan meja infory argy ¢ .
Mcnganggnrkan pomblny;m,n
[ seraturan perlmdang.u,,d,mg‘ ayanan
: angan, nformg
. Memberlknn tangg.apan alag o ‘
© publik yang mengajukan keberg, eratan yang diajuka
| Membl'at d?n mengumum X ‘aan; ‘an oleh pamohon inforrmasi
Menyampalkan salinan la Poran lentang la :
Poran kepads Bunet yanan informasi publik:
Upati melalui Dinas. '

pmsﬁdm

I
layanan Informa

5i -
"t yitg wob ragm; publik, termasuk papan

'fﬂqi Badan Pubiik,
S publik sasuai dengan

Bagian kequa
PPID

1) Pimpinan Badan Publik wajit menu‘:asal s

2) pPID .ditunj:L{k dan diangkat dari JUk.dan mengangkat PPID.
membldangl informasi publik. Pejabat struktural atau pejabat lain yang

pPID dibantu oleh peja :
(3) bidang tugasnya teFr)k;JJitb;t fungs|ona| Umum atau pejabat fungsional tertentu yang
€ngan dokumentasi, komunikasi, dan informasi.

Pa
(1) PPID mempunyai tugas : sl

a. g:i;g:::il:mkan informasi publik melalui media dengan bahasa yang mudah

b. !\/Iembenkan I'nformasi yang dapat diakses untuk memenuhi permohonan
informasi publik;

c. Melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebelum menyatakan
informasi publik tertentu dikecualikan;

4. Memberikan alasan tertulis atas penolakan permohonan informasi publik yang
dikecualikan secara jelas dan tegas;

e. Mengembangkan kapasitas penjabat fungsional umum atau penjabat
fungsional tertentu dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan informasi
publik;

(2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PPID menjalankan tugas

BAB VII
STANDAR PELAYANAN INFORMASI
Bagian Kesatu
Umum

pasal 16
i ' caram
1) Setiap orang berhak memperolef Infqufrc]js’:ads‘i?r;%zrllik.
informasi serta mendapatkan galinan N

elihat dan mengetahui



pID wajib memenuhi pg)

@ ~ pengumuman; sebagaiman
~ pelayanan permohgng), - A dimakgyq
b L Nformag Pada ayat (1) melalui

Pelayanan lnfoBrré:qgian Kedua
asj Me|a| "
Ul Pengumy
man

(1) Pengumuma.n Sebagaimana _ PaSaI 17
iletakkan di tempat dimak
setiap Kantor Badan Pypjik ah diakses olef, al 16 ayat (2)
o) Dalem hal Badan Publik mep pengguna |
- miliki g;
ke dalam situs web tersebyt Situs web resmi wai
m ,
dengan Cara yang mu;avr:acilizkmemasukkan informasi
ses oleh masyarakat.

huruf a harus
nformasi publik di

Pelayanan Ir fBagian halh
10rmas; Melalui Permohonan

1) Setiap pemohon informasj 4 Pasal 18
ulis atau tidak tertul apat mengajukan . |
te ertulis kepada p J permohonan informasi secara

PID disertai
(2) Terhadap permohonan informas; le - -srSlalasanp STt oan oS0t
ayat (1), PPID harus : écara tertulis sebagaimana dimaksud pada

2. Mencatat nama dan alamat
pemohon inf i ”
b. Mencatat subyek dan format informas;.mormasu publik;
c. Menyampaikan informasi yang dimi L
b it g diminta paling lambat 10 (se i kerj
puluh) hari kerja
sejgk d!terlmanya permohonan dan dapat diperpanjang paling lama 7 (tujuh)
hari kerja. ]
3) Terhadap permohonan informasi secara tidak tertulis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), PPID harus:
a. Mencatat nama dan alamat pemohon informasi publik;
b. Mencatat subyek dan format informasi;
c. Penyampaian penjelasan mengenai info

1. Pemberian informasi secara langsung;
2. Akses informasi melalui teknologi informasi dan komunikasi.

rmasi publik dilakukan dalam bentuk :

BAB VIl
PEMBIAYAAN

pasal 19

i ini di Pendapatan Dan
ati ini dibebankan pada Anggaran ¢
g - s kecuall biaya sebagaimana dimaksud dalam

Biaya pelaksanaan P
paten Banyumé

Belanja Daerah Kabu
Pasal 17 ayat (2).



B SA
aKéan Kesaty N DAN PELAPORAN

. a5 mengoordinasik
(1)diakses oleh publik melaly; pindman dan Pelayanan i

publik. : FMUMan daryagay por 2 Publik yang dapat
palam hal kewajiban

n

] atau Permohonan di setiap Badan
1 _ €ngumy

da ayat (1), Dinas Mmengog

) informasi ;
5. PENGUMUMAN informac; rd"‘asika\n; Masi publik sebagaimana dimaksud
; : ublik :
menjangkau pelayanan in Melalui meg;

ian OMmasi pypyit- '8 yang secara efektif dapat

b. penyampglan Informag; ubli lik;
mudah dipahami serty &ebnl;k 2lam Banas, Indonesia yang sederhana dan
dipakai oleh penduduk Setemp:{nmbangka” PeNnggunaan bahasa lokal yang
3) Dalam hal adanya Permohanan

. an inf ' : ,
ayat (1), D|r.\as Mengoordinasikap. Omasi publik sebagaimana dimaksud pada
a. Pemberian informasi pupii yz,

@

(

c. Pengembangan kapasitas pejabat fungsi . .
: ungs
publik dalam rangka peningka gsional dan/atau petugas informasi

tan kualitas la [ ' ik di seti
Badan Publik. yanan informasi publik di setiap

(4) Dalam hal terdapat penolakan keberatan atas penyediaan dan pelayanan

informasi publik, Dinas mengoordinasikan dan memastikan agar pengajuan
keberatan diproses berdasarkan prosedur penyelesaian keberatan.

Bagian Kedua
Evaluasi dan Pengawasan

Pasal 21
Dinas melakukan evaluasi dan pengawasan penyelengaraan pelayanan informasi
publik yang dilakukan oleh Badan Publik

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 22
i dimaksud dalam Pasal
i b e i engawasan sebagaimana !
(1) Hasil koordinasi, ZYIa Iua:ladnaﬂe%adi Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten
20 dan Pasal 21, ailapo

Banyumas secara berkala dan tgh
(2) Laporan secara berkala sebagaim
3 (tiga) bulan.
() Laporan tahunan sebag
lambat 3 (tiga) bulan sete

uzznaimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap
a

i ikan paling
da ayat (1) disampaikan p
dimaksud pa a ay
aimana 0!

|ah tahun anggaran berakhir.
a



KEB

PEN
YE|
Ba LE A' \
oy Kosaty AN SENGK:TA
\ eharatan
emohon Informasi Publik Paas .
(‘)alasan sebagai berikyt. dapg "‘Oil‘g:«” 23
. penolakan atas porme ajukan keboratan dal:
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e. TidaK dlper.1uh|n.ya Permohong "angqapi tidak se}t(;' ,
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. maksud :
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) Badan publik waijib mengumumka:?:fa' 24
car

kotak PPID.

adan Publik dapat
(Z)Benerima keberatrfns Menggunakan sarana komunikasi yang efekif dal
m esuai dengan sumber daya yang dimilikinya -

a pengelolaan keberatan dan nomor

Bagian Kedua
Registrasi Keberatan

Pasal 25

(1) Pengajuan keberatan dilakukan dengan cara mengisi formulir keberatan yang
disediakan oleh Badan Publik.
(2) Dalam hal pengajuan keberatan disampaikan secara tidak tertulis, PPID wajib

membantu pemohon informasi publik yang mengajukan keberatan atau kuasanya
untuk mengisikan formulir keberatan dan kemudian memberikan nomor registrasi

pengajuan keberatan.
(3) Formulir keberatan sebagaiman
memuat:
a. Nomor registrasi pen
b. Nomor pendaftaran p
¢ Tujuan penggunaan in
d. Identitas lengkap PemMo
keberatan;
¢. Alasan pengajuan ke
f. Uraian tentang kasus
publik:

a dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya

gajuan keberatan,

ermohonan informasi publik;

rmasi publik; |
fOhon informasi publik atau kuasanya yang mengajukan
sud dalam Pasal 23 ayat (1);

imana dimak ' '
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nse
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pP Salinar |
l”dimaksud pada ayat (3) ko ade p(::::"'llnm formulir keberatan sabagaimana
keberata"- b ohon informasi publik yang rnoﬁqajukan
ulir keberatan sebg ‘
(5) Fom_\k gaimang d'maksud d
publi Pada ayat (3) disediakan oleh Badan

i Pasal 26
 PPID wajib mencatat pengajuan ke
) Register keberatan sebagaimang i
memuat:
5. Nomor registrasi pengajuan keberatan -
b. Nomor pendaftaran permohonan in: ‘

mengajukan keberatan;
.. Informasi publik yang diminta:
d. Tujuan penggunaan informasi publik:
e. Alasan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1)

ormasi publik dan/atau kuasanya yang

f Waktu pemberian tanggapan atas keberatan yang diisi oleh petugas;

g. Nama dan posisi atasan PPID; ’

h. Nama dan tanda tangan pemohon informasi publik atau kuasanya yang
mengajukan keberatan;

i Nama dan tanda tangan pemohon informasi publik atau kuasanya yang
mengajukan keberatan;

i. Keputusan atas keberatan;
k. Kaputusan permohonan informasi publik atas keputusan Atasan PPID.

4) Format buku register keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan
oleh Atasan PPID.
Bagian Ketiga
Tanggapan Atas Keberatan

Pasal 27

Tanggapan atas keberatan dilakukan berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Pusat

Republik Indonesia.
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Pasal 29

informasi publik d
hon If P an termohon dapat diwakili dengan menunjuk kuasanya

l\en;;’sarkan surat kuasa khusus paj
b8 xat kasasi- Pada pengadilan tingkat pertama maupun
tind
BAB X|
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30

peratural Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

o1 setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
i dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
Padatanggal, 1 1 0CT 2010

BUPATI BANYUMAS

ARDJOKO

Diundangkan di Purwokerto

Pada tanggal, | ! ocT 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

A

ISKANDAR ARIFIN
BERITA DAERAH KABUPATE

94
\| BANYUMAS TAHUN 2010 NOMOR... " ...



A

gATUAN KERJA PERANG o1
Sekretariat Daerah. DAERAH K
' ABUPATEN BANYUMAS:

gekretariat Dewan Perwaki|
i
nspektorat; °" Rakyat Daerah.

pinas Pendidikan;

inas Pemuda,
D Olahraga, Kepy g,
Dinas Kesehatan; Yaan dan Pariwisata:

_ pinas Kependudukan ¢
s i Airadna:a;:an Sipil;
11.Dinas Cipta Karya, Kebersihan :;:T:;R .
12.Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Ko U:rng,..
13.Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutan[:;m'a )
14.Dinas Peternakan dan Perikanan: |
15.Dinas Energi dan Sumber Daya I\,/ﬁneral'
16.Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuang;an dan Aset Daerah;
17.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; |
18.Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat,
19.Badan Lingkungan Hidup;
20.Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan;
91.Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana;

22 Badan Kepegawaian Daerah;

23 Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian,
Ketahanan Pangan;

24 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah;
25 Kantor Pendidikan dan Pelatihan;
26.Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas,
27.Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang;

28.Satuan Polisi Pamong Praja;

Perikanan, Kehutanan dan

29.Kecamatan;
30.Kelurahan;
31.Desa.
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AN USAHA MILIK DAERAH |
1 BAD KABUPATEN BANYUMAS
perusahaan Daerah Air Minym, (PDAM);
) pD. Bank Perkreditan Rakyat Badan Kregit Kecamatan

i PD :
5 PD. Badan Kredit Kecamatan (PD. BKK), (PD BPR BKK);




